 Soni HARSONO

'EHUBUNGAN dengaﬂ _peringaian
Hari Uiang {ahun yang XXX sejak di-
undangkannya Undangnundang Po-
kok Agraria atau UUPA pada tanggal 24
Sepieﬁhber'l%(} ‘maka periu disadari bahwa
pelaksanaan Undang~undang Pokok Agra-
ria mempunyal am 1deologts yang amat pen-
ting, karena undang—undang ini merupzkan
penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945, vang menjadi
tumpuan Demokrasi Ekonomi vang sedang
kita kembangkan, dalam rangka mencipta-
kan kemakmuran rakyat.

Demokrasi Pancasila yang sedang kita
bangun terdiri dari tiga aspek, vaitu aspek
politik, aspek ekonomi dan aspek sosial.
Melaksanakan Undang-undang Pokok
Agraria secara murni dan konsekuen berarti
melaksanakan salah satu kebijaksanaan ter-
penting dalam Demokrasi Ekonomi dan
karena itu juga merupakan pelaksanaan sa-
iah satu batu sendi penting dari Demokrasi

Makalah vang berjudul ’Pokok-pokok
Kebijaksanaan Bidang Pertanahan dalam
Pembangunan Nasional”, ini akan mema-

parkan materx, menurut tata urutan sebagax

berikut:

a. Keterpaduan konsepsi pembangunan per-
tanahan;

b. Pokok-pokok kebijaksanaan bidang per-
tapahan dalam pembangunan nasional;

¢. Permasalahan vang dihadapi dan lang-
kah-langkah untuk mengatasinys;

d. Tanggapan/penjelasan terhadap pan-
dangan/pemikiran vang berkembang da-
lam Pra-Simposinm.

Uraian tentang keterpaduan konsepsi
pembangunan pertanahan mengemukakan
tentang perlunya pendekatan yang bersifai
konseptual dan terpadu dalam penanganan
pertanahan, karena kebutuhan akan tanzh
bersifat lintas sektoral dan dinamis, sching-
ga diperfukan koordinasi, baik dalam peru-

Pancasila.

Makalah disampaikan dalam Simposium Bidang
Pertanahan, DPP-Golongan Karva, 11-13 September
1890 di Jakarta.

musan kebijaksanaan, perencanaan, mau-
pun pelaksanaannva. Pada bagian uraian
tentang pokok-pokok kebijaksanaan bidang
pertanahan dalam pembangunan nasional



KEBIJAKSANAAN .-BIpAN_G _-'P-_g_RTANA_HAN S

pendekatan penang&nannya 1/

Keterpaduan K 'suseps ﬁPembangun-
an Bidang E’ermnahan :

Dalam konteks permasal'al'a'ari 'yarag'kita
hadapi, . pemilihan sub .tema Simposinm
yaitu - ”Pembanganan Bldang Pertanahan

Suatu Pendekatan Konseptual. T erpadu un-
tuk Pemecahan Masalah Pertanahan’’ meru-.

pakan tanggapan, terhadap kond1S1 faktuai

yang, kita hadapi dewasa m1 I{arena berda«.
sarkan t:mauan terhadap pengaiarnan dari,
pe_}gk_s_a_naan_ _k_ebue_t_ks_ag_aan-__];gebuak_saf;gaa,

di bidang pertanahan selamaini, adanya
pendekatan yang bersifat. konseptual. dan
terpadu dalam pembangunan bidang perta-

nahan merupakan hal yang sangat mende-.
sak, apalagi bila dikaitkan dengan perspektif.

Fra Tinggai Landas dalam Pembangunan

yang. dxhadapl di b}dang pertanahan dan A

Tanpa meﬂgurangl penghargaan _:-da

penghormatan kepada para pendahu}u kita, oo
elah merintis “pelaksanaan - pemba- R
i b;d ng -pert'anahan ‘pengalaman
menumukkan bahwa kurangnya keterpaciu«_: R
an konsepsx daiam pen aturan penguasaan: L
dan penggunaan tanah selama m1 teiah '

yang
ngu

mengakxbati&an keruglan yang seharusnya_ :

Berdasarkan perttmbamgan tentang per—__
lunya pendekatam konseptual terpadu dalam :
penanganan bldang pertanahan tersebut an-
tara iam teiah d:keluarkan Keputusan Presi--
den No. 26 Tahun 1988 tentang ‘Badan Per—-' :
tanahan Nasional. Pertlmbangan yang men-
dasari’ pembentukan Badan Pertanahan Na«?'_ '
smnal adalai R e

a., bahwa dalam pelaksanaan pembangunani L

.:nasmnal adanya kebutuhan, penguasaan. "

. dan penggunaan tanah. pada.umumnya,.
termasuk untuk kepentingan pembangun.,
.an, dirasakan makin .Hieningkat;: e
b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan;
penguasaan dan penggunaan anah, feru-
“tama untuk kepentmgaﬂ pembangunan _
'memngkat puIa permasalahan yang tlmf_

aadids

langka Pamang 25 Tahzm ziedua vang akan
datang R

Keterpaduan pendekatan yang berSIfat_
konseptual tersebut mutlak diperlukan, ka-,

rena ianah afau ruang muka bumi dalam wi-

Totole 1n,
R e e 15 }JVIL uuouxc.ua,

c.__bahwa sehubungan dengan hal—hai tersew__:.
bui, serta untuk dapat menyeiesa;i{an_.
_p\.rmasalahan Cl] bidang pertanahan 8£Ca-

ra tuntas, dipandang perlu meninjau
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=kembalivkedudukan; stugas, - dan fungsi

= Direktorat-Jenderal Agraria Departemen!
~dan meningkatkannya:

JxDDalamiNegeri,

‘7 menjadi suatu Lembaga vang menangani
-._="b1dang pertanahan secara:pasional.s

-lcz?a_= Nad nya harapan ba w.!a Badan Perta— '

_nahan Nasmnal sebagaz Lembag,a Pemerm—
tah Non~Departemen vang dibentuk guna
menangani b;dang pertanahan harus mam-
pu nntuk : i

a. mengeloia d'an'mehg'erﬁb'angkaxi:adrﬁiﬁis{

_ :'tra51 pertanahan berdasarkan UUPA dan
peraturan perundang»undangan lamnya,
b_.___' mengata31 permasalahan yang timbul di
'_'bldang pertanahan yang semakm menmg—

__kat dan

c. "membma dan meiaksanakan kerja sama

di bidang pertanahan dengan Departe—
men dan Lembaga Pemermtah lamnya

. Menurut Keputusan Pres:den No 26 Ta-
hun 1938, Badan Pertanahan Nasional ber-
tugas membantu Presiden dalam mengelola
dan mengembangkan administrasi pertanah-
an, -baik berdasarkan Undang-undang Po-
kok Agraria, maupun peraturan perundang-
undangan lain, yang meliputi pengaturan
penggunaan, penguasaan dan pemiiikan ta-
nah, pengurusan hak-hak tanah, pengukur-
an dan ‘pendaftaran tanah, dap lain‘lain
vang berkaitan dengan masalah pertanahan,
berdasarkan kebijaksanaan yang d}tetapkan
oleh Presiden. SR

Keterpaduan pen'dekatan' yang béréifat
konseptuai juga d;perlukqn dalam  pena-
nganan pertanahan untuk mengkoordinasi-

ANALISIS CSI8, 19910

Berbaga; undang-undang dimaksud ada!ah ~

1._Undang-undang No. § Tahun 1960 ten- |
tang Peraturan Dasar  Pokok- pokok’_f
Agraria atau [}ndang undang Pokok i
) Agrarza,
2. Undang—undang No, 5 Tahun I967 ten-:'
tang Ketentuan~ketentuan Pokok Kehu-
_tanan _ o
3. Undang—undang No. 11 Tahun 1967 ten-_
tang Ketentuan- !\eiemuan Pokok Per—f
_ tambangan, _
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1972 ten-
tang Ketemuan»keientuan Pokok Tram-'
:m;grasu,
5, Undang—undang No. 1T Tahun 1974 ten- ;
tang Pengalran ' )
6. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 ten— 3
- ‘tang Jalan; :
7. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 ten-
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Penge~_.
 lolaan ngkungan Hldup,
8. Undang-undang No. § Tahun 1984 ten»
tang Perindustrian.

Kedelapan undang-undang tersebut pada
dasarnya merupakan undang-undang vang
mengatur pembinaan dan- pehgembanga'n
masing-masing sektor yang bersangkutan,
namun berhubung sektor-sektor fersebut da-
lam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemba-
ngunannya memerlukan tanah dengan ka-
wasan yang relatif luas, maka untuk mence-
gah terjadinya tumpang tindih peruntukan
penggunaan tanah, dan penyusunan tata
ruang serta penatagunaan tanahnya perla di-
koordinasikan sebaik-baiknya mulai dari ta—'
hap perencanaannya. '

Pada uraian berikut akan dicoba dibahas

kan pelaksanaan berbagai undang-undang
vang berhubungan dengan pemanfaatan
tanah dan sumber daya alam pada umume.
nya, secara selaras, serasi dan seimbang.

pokok-pokok kebijaksanaan bidang perta-
nahan dalam pembangunan nasional, vang
diharapkan akan dapai dikembangkan
sebagai pendekatan konsepiual terpadu un-




Landasan Kebijaksanaan;

it Kebjaksanaan Naswnai di bxdang perta-
;nahan te'_ h menggarzskan ketentuan—ksten~
_tuan pokoknya daiam ‘UUPA yang pada da~
sarnya. merupakan pen;abaran terhadap ke~
tentuan-ketentuan’ mengenai’ pemanfaatan
tanah dan sumber daya ‘alam‘pada’ Umum-
nya, sebagaimana ditetapkan dalam ln-
dang-Undang Dasar 1845, vang meletakkan
landasan utama bagz bangsa Indonesm un-
tuk ‘mewnjudkan’ tujuan’ nasaonainya ‘Seba-
gai upaya untuk menunjangterwujudnya tu-
juan nasional tersebut, kebijaksanaan perta-
nahan nasional dikembangkan-berdasarkan
Ketentuan Pasal 33 ayat(3) Undang—Undang
Dasar:1945 yang berbunyi: - :
»Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkan-
-'dung i dzlamnya dikuasai oleh Negara, dan.diper-

:gunakan unwk sebesar—bcsamya :kemakmuran
rai{yaz" :

Maksud dmndangkannya UUPA adalah

fu—

. meletakkan dasar~ciasar bagx penyusunan
. hukumagra;ga nasional, yang akan meru-
.. pakan alat untuk membawakan kemak-

.muran, kebahagiaan dan keadilan  bagi
‘negara dan rakyat, terutama rakyat tani,
dalam rangka masyarakat yang adil dan
makmunr; . .

i '..:.-.:rakya“ dalam am kcbangs&an,-

3 '-Tmeletakkan dasar»dasar untuk membe'
: kan _ epastia.n hukum Tmengenai: hak~
'atas tanah bagl_rakyat seluruhnya

sebesa besar : o
-kesejahteraan dan -
i -.kemaimuran dalam masyarakat dan nepara: hukum
:._ ._'Indonesaa yaﬂg merdeka, berfiaulat, adli dan, ak-
© mar, e

-Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

=_Pokok Agrarla dmyatakan bahwa  hak -
menguasai  Negara -atas. tanah. damaksnd.

memben wewenang kepada Negara, sebagax
orgamsas1 kekuasaan dari bangsa, Is}donesxa

_.untuk pada. tmgkatan yang tertmggl.

a. 'mengatur dan menyeienggarakan perum :
'-'tukan ‘penggunaai,” persedlaan ‘dan pe—
‘meliharaan bumi, air dan ruang angkasa'

b. meénentukan dan mengatur hubungan—hu~

1 'bungan hukum antara orang- orang de-
" ngan bumi; air dan ruang angkasa '

C. menentukan dan~ mengatur hubungam

*hubungan “hukum ‘antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

o Pengabaran wewenang yang bersumber
pada ‘hak menguasal dan ‘Negara tersebut
mengandung pengertsan ‘tentang per!unya
peranan akt;f dart pemermtah dalam menga—
tur penguasaan tanah dan penataan penggu-
naan tanah, karena dengan pengatiran ter-
hadap kedua aspek kebxgaksanaan bldang
pertanahan tersebut, ‘pemanfaatan tanah
dapat ditujukan ke arah pencapaian tujuan

2. meletakkan dasar—dasar untuk mengada—
kan _kes_atu_an_ dan kesederhanaan dalam
hukum pertanahan;

nasicnel VI uj_v._afs_;’u.u masyarakat
adil dan makmur yang merata material dan
spiritual . berdasarkan Pancasila - dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
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' 'yang merdeka; berdaulat, bersatu:dan berke-
.dauiatan -rakyat, dalam’ suasana perikehi-
.dupan bangsa yang-aman, tenteram;-tertib
dan. dmamxs, Serta dalam lmgkungan per-
'gaula duma yang merdeka, bersahabat ter~
'tlb dan damax i

I kembah peruntui{-

: .'_:_fan, penggunaan penguasaan dan pemlhkan

tanah -sesual. dengan fung51 sosial hak.atas
~:tanah: _mgrup_akg_n ‘araly dan-kebijaksanaan
‘pembangunan yang diterapkan dalam Garis-
garis Besar Haluan Negara. o

“'Dalam strukiur kewenangan di’ bldang
"pertanahan tersebut, “yaitn kewenaﬁgan
‘Megara dalam mengamr dan menyelenggara-
kan penge]olaan ‘pertanahan dan mengem-
bangkan administrasi pertanahan,” terkan-
dung prinsip vang-sangat mendasar, yaitn
bahwa di samping perencanaan pemanfaat-
an secara fisik mengenai penggunaan tanah,
diperlukan. .pula pengaturan secara:hukum
mengé_nai__fpenguasaan tanahnya; karena ha-
nya dengan p_enata'an-_terhadap_ kedua aspek
fisik dan hukum pertapahan tersebut, ke-
giatan-kegiatan fungsional di.bidang perta-
nahan.dapat diarahkan untuk mencapai tu-
jnan nasional. . -

‘Pengaturan aspek penguasaan tanah di
samping aspek penatagunaan tanah adalah
sejalan d_enga'n sifat 'tujuan__xia_s'iopai yang
hendak kita ciptakan, yang selain mengan-
'&ung_'pns__ur kemakmuran, menekankan pula
arti pentingnya asas pemerataan atay keadil-
an, dalam rangka membangun masyarakat
dengan kemakmuran yang berkeadﬂan dan
keachlan yang. berkemakmuran

‘Betapapenting makna dari ketentuan

- ANALISIS CSIS, 16912

dalam ‘Undang-undang - Pokok-Agraria, ter-
nyata bahwa ketentuan serupa =rne’rup‘ék’a_t_1
pula:bagian: dari ‘semua undang-undang
pada umumnya yang mengatur pemanfaatan
sumber daya alam nasional

Berdasarkan ‘hal-hal tersebut di ‘atas
dapat dlSImQquan ‘bahwa dalam " far
koordinasi pelaksanaan aspek pertanahéﬁ
dari berbagai undang-undang tentang kehu-
tanan, pertambangan, transmigrasi, pengair-
an, pembangunan jaringan jalan, pengeloia-
an lingkungan hidup, dan pengembangan in-
dustri, - sebagaimana telah. discbutkan. .di
atas, kedua aspek perianahan, yaitu aspek
fisik penggunaan tanah dan aspek hukum
penguasaan tanah, keduva-duanya perlu -di-
pertimbangkan sebaik-baiknya. .

Dasar-dasar Kebijaksanaan Pemb'c'_z_:-
ngunan Pertanahan

Dasar-dasar kebijaksanaan pembangun-
an bidang pertanahan yang telah diletakkan
dalam Undang-undang Pokok Agraria, ada-
lah scbagai berikut:

1. Kebijaksanaan tentang kesatuan Wa-
wasan Nusantara, yaitu wawasan tentang
kesatuan wilayah tanah air yang mé'l"iputi
seluruh Kepulauan Nusantara. Berdasar-
kan wawasan ini seluruh bumi (tanah),
air, dan ruang angkasa dalam wilayah
Republik-Indonesia merupakan kekayaan
‘alam milik bangsa Indonesia seluruhnya.
‘Menurut Undang-undang Pokok Agra-
ria, kepemilikan bangsa Indonesia atas
tanah dan sumber daya alam lainnya ter-

tenrang - Rewenan g peierinratryang-bers
sumber dari hak menguasail dari Negara atas
tanah dan sumber-sumber daya alam pada
umumnya,” sebagaimana telah dirumuskan

sebur-bersifatr-atadi-sebagai-kartmia-T o
han Yang Maha Esa, sebagaimana feriera
pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 16 dan Pasal
20. '




. sebagaimana d;tetapkan pada pasai 6
-ﬁ-,_:';_;Pasal 15; dan Pasal 18 :

4:Asas’ kebangsaan yaitu: bahwa hak mlhk
atas tanah hanya dapat dimiliki oleh war:
. £a_mnegara Indones;a sedangkan bagi
'-';orang asmg dapat ci;benkan hak tertentu
_atas tanah yang terbatas }angka waktu
_ dan luasnya, sebagalm_ana_ ditetapkan pa-
" daPasal #, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) dan
_ayat(2), Pasal 26 ayat (2) Pasal 30 Pasal
fj_j‘36 dan Pasal 42.

5. Persamaan hak warga negara atas tanah
vaitu ‘bahwa warga negara Indones;a
”-*-'ba:k laki-laki maupun perempuan ment-
o punyaa l\esempatan vang sama untuk
”'3 memperoieh sesuatu hak "dan” manfaat
' atastanah serta; derajat hidup‘sesuai de-
""3ngan ‘martabat manusia bagi setiap war ga
. "ne_gara Indones_xa beserta keluarganya se-
“"bagaimana ditetapkan pada Pasal 9 ayat
'“1(2),‘Pasai 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1},
“Pasal 13 ayai (2) ‘dan ayat (3), dan Pasal

maupun bag_ masyarakat dan negara

\.__'termcx mengenai . peruntukan, pengguna—if
an dan persediaan . tanah .dalam wxlayah'-: '
;..--.:-Repubiik Indonesia: untuk . berbagai ke
'_..periuan hidup rakyat dan negara, terma—'3
.. suk-kewajiban-untuk -memelihara atau'
.~ melestarikan sumber daya alam tersebut. - -
_ .'_[__)engau__ ‘_':__L_dar_xya_ perencanaan dimak§q_d _: C
.. penggunaan-tanah dapat dilakukan seca- -
.1a terkendali dan teratur sehingga dapat.
. memberikan manfaat yang sebesar-besar-
-.nya bagi rakyat dan negara, sebagalmana _
-.__datetapkan pada Pasal 14 dan Pasal 15.:

Sistem Periqifly Na_sibndl .

] Berdasarkan uralan tentang hal-hal terse—
but di atas ruang lmgkup serta volume tugas
dan fungs; penanganan bldang pertanahan
adaiah sangat. luas bersifat lintas- sektorai
dan mehpun berbagai aspek, ya1tu aspek pe»
ngaturan t_an_a_h_ aspek penatagunaan tanah
aspek pengurusan hak-hak tanah, dan aspek

“ 26 ayat (1),

6_”_'Kewajlban pamevang hak atas tanah yai-
"tu bahwa setiap orang, badan hukum,

pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran ta-
Han T

Berhubung sifatnya yang mn1t1~aspek
dan bersﬁat hntas—sektoral tersebut, paﬂye~

' 'nah dan kekayaan alam yang ter%andung
i dalamnya dapat; ‘memberikan manfaat'-"'- .

' ._'_._:-:yang ‘sebesar-besarnya, ‘bagi - negara. dan_f-‘
“rakyat; daiam bentuk rencana wmum’dan . -
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lenggaraan tugas di bidang pertanahan me-
merlukan kerja sama,  baik -yang bersifat
multi-disipliner dari berbagai bidang keahli-
an, yaitu-bidang-bidang keahlian jlmu hu-
kum; ilmu tanah, agronomi, geografi, pla-
nologi;. ilmu ekonomi regional, perencanaan
pembangunan kartografi, geodesi, ilmu pe-
merintahan, ilmu administrasi publik dan se-
bagainya; " maupurn _yang.i.bermfat cAantar-
instansi yang mempunyai kewenangan di bi-
dang pertanahan yang diatur____d_e_ngan
undang—undang ' )

"Dalam menyelenggarakan - pengelolaan
pertanahan dan niengembangkan adminis-
trasi pertanahan, serta mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan “yang ‘berkaitan” déngan
tanah,” diperlnkan : wawasan: kewilayahan
atas fanal atau tuang muka bumi seluas wi-
layah Indonesia:~Untuk itu- diperlukan daia
spasial atau‘informasi mengenai penyebaran
riang dari selurih ‘aspek pengelolaan perta-
nzhan, yaitu-aspek fisik mengenai potensi
dan ‘penggunaan-tanah,’ aspek hukum me-
ngenai ‘pengaturan penguasaan dan pengu-
rusan hak-hak atas tanah, serta‘aspek teknis
pengukuran; pemetaan,-pendaftaran, pera-
lihan, maupun pembebanan hak atas tansah,
termasuk penyelesaian berbagai sengketa
hukum pertanahan

Selain  itn Jumiah p]hak p;hak yang
memerlukan pelayanan di bxdang pertanah-
an, yang terdiri dari perorangan anggota
masyarakat keiompok kelompok masyara—
kat, instansi-instansi pemermtah orgamsas;—
organisasi sqs1al: _kemasyarakatan, badan-

badan hukum 'm_aupu_n berbagai badan -

us.ja;h:a, _seiﬁaki_n bertambah banyak.

Mengingai hal-hal yvang telah disebutkan

- ANALISIS CSIS, 19912 _

dan: kompleksnya obyek ‘yang memerlukan
penanganan, - yaitu tanah, yang dibanding-
kan dengan keperinannya-yang semakin me-
ningkat luas tersebut relatif terbatas, demi.
kian pula -makin -.bertambahnyva jumlah
pihak-pihak yang memerlukan pelayanan di
bidang pertanahan, maka diperlukan pende-
katan sisiem dalam penanganan bidang per-
tanahar.. |

~Sistem, - dalam pengertian ‘ kesisteman,
adalah siuate susunan atau struktur yang ter-
integrasi, sehingga merupakan satu rangkai-
an kesatuan; yang utuh dan:menveluruh,
yang mempunyai tujuan,’ mempunyai pola
eksisterisi yang mantap serta teratur, bersifat
dinamis dan tumbuh, yang terdiri dari ba-
gian-bagian;, yang dinamakan sub-sistem,
yang satu dengan ldinnya bersifat kait-
mengait, saling berhubungan, saling mempe-
ngaruhi, dan saling -mempunyai ketergan:
tungan. - . : :

~Sedangkan pendekatan sistem merupa-
kan pendekatan dalam meninjau sesuatu
permasalahan secara keseiuruhan dengan
memadukan sifat-sifat salmg berhubungan,
sahng—berkaxtan saimﬂ mempengaruhi, dan
saling mempunyai ketergantungan antar-
komponen s;siem tersebut untuk mencapa1
tu;uan smtem :

Pendekatan sistem d;periukan daiam
upaya pemecahan masalah pertanahan,
karena penanganan bidang pertanahan, se-
bagaimana telah dijelaskan di atas meliputi
berbagai aspek yang berbeda-beda, yaitu
aspek pengaturan penguasaan tanah, aspek
penatagunaan tanah, aspek pengurusan hak-
hak tanah, dan aspek pengukuran dan pen-
daftaran tanah; yang masing-masing meru-

dTaTEs, VEITG WigHEeHaT THaEsnVE Tiang Ting-
kup tugas dan fungsi, sifat mulii-aspek dan
iiﬁ_tas-séktoral yémg memeriutkan penangan-
an yang bersifat multi-disipliner, serta luas

pakan suo-s1stem dari sistem pertanahan na-
sional, yang satu dengan yvang lainnya bersi-
fat lkait-mengait, saling-berhubungan, sa-
ling-mempengaruhi, dan saling-mempunyai-




wmudkan dengan mengarahkan tu]uan'dan
masing-masing sub-sistem pengaturan pe-
nguasaan tanah, . sub-sistem pénatagunaan
tanah sub sastem pengurusan hak hak ta—
nah, dan sub szstem pengukuran dan pen-
dafiaran tanah “sesuai perapannya masing-
masmg B dalam memberikan “sumbangan
peran—seﬂa kegiatannya dalam menyeleng—
garakan pengeioiaan pertanahan dan . pe-
ngembangan acimmlstras: pertanahan untuk
menunjang pencapaian tujuan naswnal

Tujuan sistem pertanahan nas:onal c:hw
kembangkan meliputi tiga drmensn, yaitu di-
mensi struktur, dimensi fungsi, dan dimensi
kontinuitas. Pengembangan dimensi siruk-
tursdari tujuan sistem pertanahan. nasional
dia{ah};a_p .guna .mewujudkan strukiur per-
tanahan-yang berasaskan pemerataan, yaitu
dalam rangka menciptakan kondisi keadilan
penguasaan/ pemilikan tanah.

* Pengembangan dimensi fungsi dari tu-
juan sistem pertanahan nasional diarahkan
untuk ‘menunjang fungsi’ perfumbuhan,
vaitu bahwa kebijaksanaan bidang perta-

" lukan bag1 pemenuhan kebutuhan pendud" L
"_;'yang semakm menmgkat, maupun unty
B :memenuhx tun ] an akan mutu kehzdupan-

tmuxta_sf: dan tu;uan sxstem pertanahan :

1 -"_kelestanian ¥,
' wu_;udnya 5 stabxhtas kemampuan sumbe
-'daya tanah yang subur dan berpotens: tlng

Sedangkan pengembangan chmensx kon

'_1wu;udkan daiam penerapan asa
:umu}' mengupayakan ter

gi;; serta Emgkungan i‘udup aiami yang men-. -

. dukungnya agar dapat:tetap: kita warjskan..-:_'_
kepada. generasi-generasi: m_end_at_ar_lg,_ serta. -

dixlain pihak:: diupayakan'terwujudnya.p" e
ningkatan efisiensi penggunaan dan:peman:"
faataﬂ tanah sebagal ruang pembangunau

Berkaatan dengan tu]uan tersebut dlkem—
bangkan mial manfaat dari sxstem dan p'o—
duk’ s;stem pertanahan nasxonai dengan .
nelaahan secara terus—menerus ke arah pe-
nyempurnaan peiayanan ‘jasa dan produk—
produk sistem pertanahan nasaona! agar
produk- produk tersebut mempunya: n11a1
manfaat yang ‘makin menmgkat bagl penca—-.
pa:an tu_]uan nas:onal

Ef1sxens: dan efektwuas -pencapaian tu—
juan sistem dicapai dengan pengembangan
sifat sinergetik, yaitu sifat saling-mendu-
kung dan/atau saling i 151-meng151 ‘antar sub~
sistern; 'schingga hasil usaha sister secara
kese]uruhan lebih “baik dan ‘lebih berman-
faat, bila dtbandmgkan dengan jumlah hasil
usaha dari masmg—masmg sub-sistern, _uka
seandainya masing-masing sub—smtem terse~
but bekerja sencitri send:n '

Setiap sistem, termasuk sistem pertanah~
an nasional, tidak berada dalam isolasi atau

nahan harus dapat menunjang terwujudnya
asas pertumbnhan -dari Trilogi Pembangun-
an, vaitu.untuk menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang cukup memadai, yang diper-

keadaan yang hampa, tetapi selalu berada
dalam sesuatu lingkungan sistem. Sehubiung-
an:.dengan itu sistem .pertanahan nasional
dikembangkan untuk bersifal peka terhadap
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perubahan~perubahan yang terjadl :dalam
lxngkungan ; : .

Daiam kaitan 1tu sebaga1 suatu smtem
vang dikembangkan guna menun}ang pen—
capaian:tujuan nasional, sistem pertanahan

_nasional::mengembangkan: sifat - sibernetik
'yams sifat-dapat mengatur-diti setelah mene-
- rima umpanubalxk atau rangsangan dari ling-
kungan atau-sistem:lain;sebagai reéspons
atau tanggapan atas pelaksanaan kegiatan
atauhasil’kegiatan sistem; berkaitan dengan
eksistensi lingkungan- atau sistem lain. De-
ngan pengembangan sifat tersebut dapat di-
cegah. skemungkinan - penyimpangan: dari
arah-tujuan vang telah ditetapkan::
"'Sebagai sistem pengelolaan dan pengem-
bangan administrasi pertanahan, sxstem per-
tanahan nasmnai merupal{an s;siem yang
bers;fat terbuka dalam arti dapat menenma
dan membenkan umpan dan/atau umpan-
bahk (dari .atau kepada._ lmgkungan atau
51stem yang iam Slfat keterbukaan tersebut
mehputl sﬂcap tanggap, peka, adaptif dalam
penyesualan dengan lingkungan, dan resep-
tif dalam menerima pandangan/saran/ma—
sukan dari lingkungan sistem; sesuai dengan
sifat multi-disipliner'dan lintas-sektoral dan
51stem pertanahan naszonal '

Dmamlka Emg%ungan yang dasebabkan
q[@h .perkembangan kebutuhan, perkem-
bangan. teknologi, dan.perkembangan nilai-
nilai, memerlukan sistem pertanahan yang
dinamis.. dalam memanfaatkan peluang-
peluang . dan kemungkinan-kemungkinan
vang tersedia, untuk mencapai tujnan sistem
dalam menunjang pencapaian tujuan na-
sional. Dalam kalian dengan sifat dinamis
tersebut diperlukan pengembangan sifat ino-

'ANALISIS CSIS, 1991.2

+Berkaitan dengan sifat dinamis tersebut;
sistem .pertanahan :dikembangkan ‘- untuk
dapat: memenuhi tuntetan: dan permintaan
vang-semakin meningkat secara kuantitafif
maupun kualitatif, yang perlu diimbangi-de-
ngan:pertumbuhan sistem secara’ kuanutanf
dan ‘kualitatif; ~dengan: :peningkatan peru«
musan kebijaksanaan, peningkatan keleng:

kapan: perangkat peraturan:: perundang: .

undangan, peningkatananutu personel, -pe-
ningkatan muty prasarana dan sarana;, mat-
pun peningkatan mutu produk yang dihasil-
kan, termfisuk pemngkatan mutu dan’ kece—
pa{an peﬁayanan dan penyelesaxan pekerjaan
i b1dang per{anahan

Arah dan Kebyaksanaan Pemba-
ngunan Bidang Pertanahan '

' Arah dan keb;‘jé’};é{anaaﬁ _p;e_mbangm:}é:h
bidang  pertanahan secbagai. penjabaraf_;
Garis-garis Besar. Haluan Negara dan Repe-
lita. V. Nasional, telah dituangkan dalam
Repelita V Badan Pertanahan Nasional se-
bagai berikut:

1. Arah dan Kebijaksanaan Umum di Bi-
dang Pertanahan.

“a. Pemanfaatan tanah ‘hendaknya dise-
lenggarakan -secara optimal, - Seim-
bang, serasi dan lestari, dengan pelak-
sanaan kégiatan di bidang pertanahan
pada umumnya dan penyelenggaraan
administrasi pertanahan pada khusus-
nya, yang dilaksanakan dengan mem-
berikan pertimbangan utama pada: _
.~ fungsi sosial dari tanah; dan
- pemanfaatan tanah guna. mening-

vatif ~ yaitu kemampuan mengembangkan
ciptaan-ciptaan atau temuan-temuan baru,
guna peningkatan efisiensi dan efektivitas
pencapaian tujuan sistem.

atkan Késejantérdan Takvar.

b. Pemberian, perpanjangan jangka
“wakfu, pembaruan, pemberian izin
pemindahan atau pembatalan hak atas




katkan---kesegahteraan rakyat.

erencanaan tata ruang/tata guna ta-

a:' berb agai em_s penggu—

naan :
- keiestarlaﬂ alam dan lmgkungan hi-
id_ tetap terpehhara, i
dapat' dicegah penggunaan tanah

arakat dan' kepentmgan' pemba-
ngunan, " A :

d. 'Penataan kembah penggunaan pe-

nguasaan dan pemlhkan tanah, dilan-

' 'ffJutkan termasuk pengahhan ‘Hak atas

“tanah, dzselenggarakan dalam rangka

"':"mewu_]udkan fungsi sosial hak atas ta-

nah dan pemanfaatam tanah guna me-
__nmgkatkan kesejahteraan rakyai

.' Pembangunan pertanahan dllaksana—
oo Kan untuk mensuksgskan Trilogi Pem-
- bangunan, yaztu

- terc1ptanya keadaan - dan suasana

__yang, makin menjamin tercapainya

o keadjlan sosxai bagl seluruh rakyat

"_:_'dengan makin meratanya pemba-

ngunan dan hasilhasilnya;

suivn terlaksananya pertumbuhan-ekono-
=+ 'mivang makin berkembang; dan

- terpeliharanya stablitas vang makin

_mantap; dxusahakan dengan

.= menyelenggarakan pengaturan pe-
. nguasaan -dan .pemilikan - tanah
dalam  upava psmeratasn vang

ila utkaﬁ dengan pengarahan

pema; a an‘tanah dapat terkoordrs

. pembanghnan yang. menjamin p& S

- manfaatan tanah. secara. opnmal i
.dan berkesmambungan,

_-;__menyeIEnggarakan kepasnan hh-

. ':_'kum dan hak_ atas tanah yang )
_ '_':'_menjamm rasa dalam n
___:_-manfaatkan tanahi.

2 Arah _4an Kebgaksanaan Pembangunan“

‘Bidang Pertanahan yang Berkaltan de»

.. hgan, Pembangunan Pertanian. _

s:a. Dalam: rangka perencanaan tata ruang
¢ dan:tata- guna tanah, :s_er_ta.p_enatagn
-kembali penggunaan,: penguasaan dan o
i+ pemilikan - tanah, vtanah-tanah yang
::memiliki:potensi untuk :pengembang- -
- -an -pertanian, - diutamakan- bagi pe-
ningkatan usaha-usaha. diversifikasi,
intensifikasi dan elstensifikasi, serta
‘. rehabilitasi ‘pertanian - tanaman pa-
‘pgan, ‘tanaman perkebunan, perikan-
‘“ran, danpeternakanyang dilaksanakan
o sééa:a--terpadu, serasi:dan merata, di-
<sesnaikan ‘dengan:kondisi tanah, air
:daniklim, dengan-tetap ‘memelihara
“tkeélestarian kemampuan sumber alam
danlingkungan “hidup,~serta: dengan
 memperhatikan ~pola ‘kehidupan ma-
rsyarakat -setempat,- diarahkan pada
- ‘perkembangan pertanian yang: maju,
= efisien dan:tangguh,'vang bertujuan
“untuk meningkatkan:hasil ‘'dan mutu
'produksi,: ‘meningkatkan pendapatan
“dan taraf hidup petani, peternak dan
~nelayan, memperluas lapangan kerja
* ‘dan‘kesempatan berusaha; menunjang
- pembangunan mdusm, serta menmg—
katkan ekspor. :

b Untuk menunjang -program sub-
csekior perianian.enng memaniapkan

berkeadilan dalam. pemaniaatan
... hasil-hasil pembangunan;
* - menyelenggarakan penatagunaan
tanah bagi berbagai kebutuhan

swasembada pangan, dalam mengha-
. dapi keperluan tanah untuk pengguna-

an nonpertanian, dneiapmn kebijak-

sanaan pertanahan sebagai berikut:
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““Aiternatif 1. Diarahkan pada tanah-
"“tanah ‘yang ‘tidak potensiai untuk pe-

ngembangan pertaman

" :'A[ternatrf I J1ka tidak ‘tersedia ta-

ih yang ttdak poten51al uniuk pe-
naembangan pertaman ‘diarahkan pa-
da tanah—tanah dengan tmgkat peng-
gunaan pertaman yang ber51fat cks-
Hensif; L B :
Alternatif Til. Jika alternaiif T mau-

v+ pun alternatif 11 tidak:tersedia, dapat
sdiarahkan pada areal pertanian inten-
©gif; dengan syarat-bahwa jenis penggu-

npaan vang baru mempunyai nilai ke-

Letpentingan umum yang lebih besar di-
: bandingkan dengan ‘manfaat penggu-

naan yang digannkannya

Da}am rangka peningkatan produksi

-perkebunan guna - meningkatkan eks-
. pory serta untuk memenuhi kebutuhan

dalam negeri, terutama keperluan in-

: dustri, selain areal-areal ‘peremajaan
- dan rehabilitasi, diadakan penyediaan
- tanah -untuk pengembangan pengane-
karagaman komoditi, antara lain de-
‘ngan pemanfaatan tanah kering dan

areal transmigrasi. Dalam penyediaan

s tanah untuk pengembangan perkebun-
- .an, diberikan perhatian khusus pada
- usaha pengembangan perkebunan
:rakyat, dengan antara lain mengikut-
“sertakan perkebunan negara dan per-

kebunan swasta besar, serta peman-

- faatan tanah-tanah perkebunan vang

terlantar atau yang digunakan secara
tidak efisien.

= 'd Kebijaksanaan pertanahan uniuk me-

arahkan

- seiring dengan upaya rehabilitasi ta-

nah kritis, guna memulihkan dan

ctanian..d ..«,MMWWWWM@%%M
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“mempertahankan kesuburan tanah,
7 sumber air, kelestarian kemampuan
* sumber alam dan lingkungan hidup;

- dengan dukungan tata ruang dan ta-
ta guna tanah, sehingga pengguna-

..8R, penguasaan, pemilikan c_ian”'pe-
ngalihan hak atas tanah dapat men-

. Jamin, kemudahan dan kelancaran

i ix__s_aha—l'lsaha pertanian, serta benar-
benar sesuai dengan'as_as adil dan

_.merata;

- dengan pene:'apan ketentuan yang
melarang pemilikan tanah oleh per-
seorangan secara berlebihan, dan
upava pencegahan pembagtan tanah
menjadi sangat kecil sehingga tidak
menjadi sumber kehidupan yang Ia-
et \p . _

€. Kebijakéanaan pertanahan uatuk me-
nunjang k_eikutsertaan petani dalam
_pelaksanaan pembangunan pertanian,
diarahkan pada pemberian perhatian
Khusus dalam pelaksanaan kegiatan di
bidang pertanahan guna méningkatw
kan péngembangan koperasi dan pe-
ngembangan usaha pertanian rakyat,
antara lain melalui pola Perusahaan
inti Rakyat.

3. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan
Bidang Pertanahan vang berkaitan de-
ngan Pembangunan Transmigrasi.

Kebijaksanaan pertanahan dalam menun-
jang pembangunan iransmigrasi diarah-
kan pada:

a. penyediaan lokasi transmigrasi dalam
rangka pengembangan pusat-pusat pe-
mukiman baru yang dikaitkan dengan

BEREeTRBE ,ﬁg&ﬁﬂ«dﬁ 2

rah produksi;

b. penataan kembali penggunaam, pe-
nguasaan dan pemilikan tanah, baik




AKSANAAN BIDANG PERTANAHAN

B empermas Iapangan kerja dan
' mpatan berusaha,

rah'dan Kebgaksanaan Pembangunan
--‘g'_-Bxdang Pertanahan yvang:-berkaitan de-
: :fjngan Pembangnnan Daerah dan Pemba-
r--ingunan Perkozaan :

o a.; Daiam menun}ang pembangunan
S dae _ h'dlkembangkan sistem informa-
53 geograf; ‘dar sistern mformam perta-
nzihan yang merupakan penya_jlarz in-
formas: kawasan sebaga1 sarana pe-
ﬁ'- rencanaan pembangunan daerah seca-
ey ra terpadu ‘dan serasi, dxsesualkan de-
- 'ngan pnorltas dan’ poten51 daerah da-
'iam kaltan kesatuan pembangunan na.
smnal sebagau perwujucian ‘Wawasan
""Nusantara yaitu terbinanya Indonesia
"_"'sebag,a: satu kesatuan politik, ekono-
S mi) 305131 budaya dan pertanahan ke-
“amanan.

' b "'_Untuk menLnjang pemngkatan peren-
. canaan pembangunan perkotaaﬁ di-
. Iaksanakan

.:_pengembangan sttem L{nforma51

- .nguasaan dan.pemilikan tanah, igir
_masuk pengaiihan hak atas.tanah;"

- penyediaan. peta-peta dasar ydm, d;- R ;

: .--___'perfukan, i I
-~__.-penqembangan perenmnaan a%pe[\

: pertanahan dar: sistem perencanaan_-' S

perkotaan, dalam rangka mewu-

" judkansuasana kota yang aman,
Soevtertib, lancar dan sehal: dengan §
' -._'letai\an poia. jannsan }aian Senara'i
terencana, keserasian hubungan 'm»"'

tara kota dengan daerah sckstarnya .
G serta “keserasian pertumbuhan da—'.i-_ .

']am kota itu sendm

5 Arah dan Kebuaksanaan Pembam_undn

Bidang Pertanahan yang berkamn de-.

:ngan Peléstarian Sumber Daya Alam dan :
{ Lmakungan Hldup :

a., Pembenan perpan}angan 3an0ka
- -;-'wa_ktu,_dan pembaruan, hak ats tanah
untuk kegiatan penggalian. dan pe--
manfaatan sumber élam didasarkan
. pada  pertimbangan- pemmbang&n
' pencegahan terhadap dampak yang
'memgzkan lmgkung,an hldup, guna
mempertahankan mutu dan kelestari-
... an kemampuan sumber alam untuk
N :_memungkmkan berlangsungnya pem-
. '_b_:angunan _yang berkesinambungan
~ dan berwawasan lingkungan.
- b. Perencanaan tata gu_ria .t_ahah, dalam
_satu_ kesatuan tata lingkungan yang
dinamis,. dikelola berdasarkan suatu
_pola terpadu, melalui pepdekatan wi-
Javah, dengan.memperhatikan sifat
- lingkungan alam dan, lingkungan so-
sial. Kebijaksanaan penatagunaan ta-
nah diarahkan pada terwujudnya
Deng;gunaan ‘yang optimal, serasi dan

. Geografi dan Sistem Informas; Per-
.. . tanahan;
- penataan kemb&h pengguman, pe-

seimbang untuk bcf_rbzggal kegiatan ke-
. hidupan dan penghidupan, ditujukan
_pada kelestarian produkiivitas dan




“mintu kegunaan tanah; serta pence-
" ‘gghan kerusakan dan kemerosotan ke-
" guburan tanah, “dengan memperhati-
kan pula pengembangan fungsi tata
""" guna ‘air dalam penyediaan air yang
“'“ cukup, bersih dan berkesinambungan,
“ikelestarian lingkungan alami, pence-
ahan banjir dan kekeringan, pence-
ahan ‘Kemerosotdn ‘muty air dan ke-
'ié’s’iarian air dalam satuan-satuan dae-
rah ahran sungai :

8. Arah dan Kebuaksanaan Pembangunan
Bidang Pertanahan vang berkaitan de-
ngan Pembangunan Perumahan dan Pe-

'muklman

& Kebuaksanaan pertanahan dalam me-

' nunjang perluasan pembangunan pe-

rumahan dan pemukiman, termasuk

" pembangunan kota-kota baru, untuk

- men'ampung pertambahan penduduk

“dan peningkatan pembangunan ada-
Iah sebagai berikut:

e 'segauh mungkm dilaksanakan tanpa
) me_:ngaklbatkan ber_kurangnya luas
tanah-tanah pertanian yang pro-
7 duktify
" - diarahkannya pada pemanfaatan
_ tanah-tanah yang kurang subur atau
o t;dak potensxal unmk pengembang-
an pertaman
L ditujukan untuk mewujudkan pola
“'penatagunaan tanah yang lestari,
optimal, serasi dan seimbang;
. didahului dengan peletakan pola
" rencana jaringan jalan untuk men-
ciptakan pemukiman vang aman,
tertib, lancar dan sehat

c._r Per‘nalkan dan pemugaran kampung

" ANALISIS CSIS, 19913

an, penguasaan dan pemilikan tanah,
termasuk pengalihan hak atas ‘tanah,
diarahkan :untuk -mewujudkan suasa
na pemukiman/perkotaan yang aman,
.tertib, lancar dan sehat, .
d. Pengembangan industri serta produkm
“bahan-bzhan bangunan diarahkan
agar tidak mengakibatkan kerusakan
lingkungan hidup. - .. ...

7. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan

Bidang Pertanahan vang berkaitan de-

ngan Pembangunan Hukum Pertanahan

a. Pembangunan hukum pertanahan
untuk memantapkan dan mengaman-
kan pelaksanaan pembangunan dan
hasil-hasilnya dilaksanakan dengan
mengembangkan ' dan -membina” ke-
dengkapan perangkat peraturan perun-
dang-undangan di bidang pertanahan,
dilaksanakan dengan penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan
’Catur Tertib Pertanahan’’, vyaitu
tertib hukum pertanahan, tertib admi-
nistrasi pertanahan, tertib pengguna-
.an tanah dan tertib pemeliharaan ta-
nah dan lingkungan hidup; yang disa-
tu pihak dimaksudkan untuk mencip-
takan ketertiban dan memberikan ke-
pastian hak atas tanah dan kepastian
dalam . penguasaan tanéh, sehingga
menciptakan iklim yang mendorong
kreativitas dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, serta mendu-
kung terwujudnya stabilitas nasional
yang sehat dan dinamis; sedangkan di
lain pihak dimaksudkan untuk menye-
rasikan konsistensinya dengan arah
dan kebijaksanaan pembangunan.

) wd La niigmunsau p&utu:\uuau ‘uil p"—ub
~ saan dan perkotaan, termasuk pere-
‘majaan kota, dilaksanakan sejalan
dengan penataan kembali pengguna-

U, ?uubauguuqu ilu’l\t&ill el iana::au d;
laksanakan secara terarah dan terpadu
dalam rangka pembangun&n hukum
naszonaﬁ antara lain dengan kodifika-




'berkembang dalam masyarakat

- Bida'n' pé'rt'a'n'ahah.

.'Permasaiahan yang Dihadapx
'Laﬂgkah !a;xukah untuk Mengatasg-

. Sebagaimana diketahui padé ak'hi'r-akhir
ini, masaiah pertanahan mencuat di. permu.
kaan d o merupakan bahan pembentaan_
media massa, - Pada umumnya kasus-kasus
yang. muncu! bukannya kas é.b?{u._ tetapi
kasus yang. terjadi. pada. beberapa tahun
yang lahi, yang sekarang dimunculkan kem-
bali.:Motif* dan, latar, beiakang dari Tnuncul-
nya kasus~kasus pertanahan sangat bervana—

but adalah

'kurang tertlbnya acimmlstrasz pertanahan
di masa lampau;

harga tanah yang meningkat dengan ce-
pat; &

“¥kondisi masyarakat vang makm menya-"
dari dan mengerti ‘akan kepc'atmgan dan
haknya;

ar’

nahan secara garis besar dapat dikelom

_E:adanya plhak- ihak 'y:
.-'__'._'kesempatan untuk mencan keuntu'

_sadaran hukum 'da'n dinamika _yang’i. DL

_nasi antar-sesama Aparat 'sangat diperluk"a

asaiah—masala ‘dan’ kasus—kasus pe 'ta

kan ke dalam Tima keiompok sebagat ber:~

kutr

Kelompok 1 Penggarapam oieh rakyat _ 
dir atas areal perkebunan ‘tanah kehutanan :
tanah negara dan lain-lain, sepert1 pendu—"-_
dukan/ penyerobotan tanah (N

Ke]ompok IJ Masa}ah pertanahan yang
berkaltan dengan peiaksanaan land refor 1,
yaili,, peiaksanaan Undang—undang No 1
Tahun 1958, tanah. absentee, petani
si, dan tanah kelebihan batas maksimum.

Kelompok I Masalah pertanahan
yang berka:tan dengan pelaksanaan pendaf—_
taran tanah “seperti kaburnya’ tanda bukiah
hak adat, sertifikat cacar hukum, sertifikat
asli tapi paisu sertlflkat paisu dan sernflkat
gaﬂda T =

Kelompoln i V Masalah yang tlmbul se~

bagau ekses. pela%csan n pembebasan tanah
untnk pembangunan _epern gann rug; san~

~ikliny keterbukaan sebagai-salah satu ke-
o bijaksanaan yang digariskan pemerintah;
“masili- adanya - oknum-oknum saparatur
wpemerintah yang belum ‘menyadari dan

Luuau, iCkUglllbl, [JCJ-J.
tanah tzdak bersedsa meiepaskan haknya

ubulau, uau })LMKNJ.X\

i Kelompok Vi Sengketa perdata’ melalm
Badan Peradilan; seperti lamanya proses.di
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pengadilan;“ banding;* kasasi; “peninjauan
kembali, masalah stafus quo eksekusx sul:t
dllaksanakan, dan iam-lam il

Jelasan men_genal berbagal permasa~
Jahan tersebut adalah sebagai berikut:,

Pendudukan Tanah Secam Tzdak
Sah/Tanpa Izzn P

Se enamya terhadap pendudukan tanah
seca_ra tlciak sah ‘tata cara penertibannya
sud_' diatur daiam Undang—undang No. 51
Prp.’ “Tahtin 1960, yang kewenangan pener-
tibannya-ada pada. Bupati/ Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat 11, dan untuk DXI
pada Gubernur. Kepala Daerah Khusus Ibu-
kota Jakarta, :

.+ Padaumumnya pendudukan tanah terse-
buf terjadi-baik di atas tanah instansi peme-
rintah snaupun di atas tanah swasta, T da-
lam Undang-undang MNo. 51 Prp. Tahun
1960 telah d:tentukan bahwa pada dasarnya
pengosongan pendudukan tanah tanpa hak
dﬂakukan tanpa ‘ganti rugi, ‘namun secara
manusxavﬂ kadang—kadang masih dlbenkan
semacam ”santunan atau pesangon seper—
ti di DKI."

Seﬁgketa dz Az‘as Tana}z- z‘anah Bekas
Tanah Partikelir

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Sura-
baya dan Semarang, banvak dijumpai seng-
keta ha!{ di atas tapah bekas tanah partike-
It Sengketa LersebuL ‘muncul, sebagai skibat
mtiasi penguasaan tanahnya tidak ‘diikuti
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perubahan”obyek pajak, ‘namun-dari segi
pertanahan belum terjadi perubahan peme-
gang haknya menurut ketentuarn Peraturan
- Pemerintah No. 10 ’Tahun 196I tentang Pen-
daftaran tanah SRR

Masaglah: Penyelésaian = Ganti “Rugi
Tanah-tanak Qb yek-‘L'and Reform“?- 34

Permasalahan yang timbul sekarang dxse—
babkan I{urang Iertzbnya adm;mstra& di
waktu yang lampau, di samping “adanya
jarak waktu yang terlalu jauh antara pe-
ngambilan tanah-tanah partikelir vang ter-
kena Undang-undang No. 1 Tahun 1958 ten-
tang Penghapusan Tanah Partikelir dengan
mulai dilakukannya pembayaran ganti rugi
kepada para bekas pemiliknya, yang dilaku-
kan sekitar tahun 1980 sampal sekarang.

Hal'ini terjadi pulaterhadap tanah-tanah
kelebihan maksimium serta‘izhah-tanah ab-
sentee yang diredistribusikan ‘sekitar tahun
1960-di mana pembayaran ganti rugi kepada
bekas pemiliknya baru dilakukan ‘mulai ta:
hun “1980. ‘Sebagai akibat lamanya jarak
waktu antara péngiiasaan tanah dan masa
pembayaran, besarnya dan jumlah ganti rugi
seringkali tidak sesuai lagi, bagi bekas pemi-
lik dianggap terlalu rendah, di lain pihak ada
anggapan bahwa ganti rugi ini merupakan
pemborosan bilamana jumlahnya terlal: be-
sar. :

Permasalahan yeng Timbul di Bi-
daﬁg Pendaftaran Tanah .

penyelesaian masalah adminisirasinya,
bahkan paré' pezﬁegang hak semula sudah
tidak diketahni sama sekali. Dari segl admi-
nistrasi -pajak, sudah berkali-kali terjadi

Isu mengsnai sertifikat palsu, sertifikat
“aspal’’, maupun sertifikat ganda dijumpai
di kalangan masyarakat, bahkan dimuar di
beberapa media cetak. Unituk dapat mem-




' j bermla: 1aiah ua 5

_"'zah paspor, danses
:bagamya Sebaga:mana halnya dengan snrat .

"atau surat bukt: .maupun barang 1am yang L bt

mempunya; mlal cukup tmgga d}pandang da-. g
! seg ekonoml,_ aspek . hukum, maupun.
' aspek lamnya, ada kecenderungan di- masya-

ntuk memalsukan surat atau barang

' tersebut Dalam kehidupan sehan»han kita
Jumpal adanya pemaisuau uang, paspor Hja-

zah,” bahkan surat nikah,’ dan sebagamya
termasuk sernﬂkat tanah N =

Sepem halnya uang, paspor dan Iam-.

.iam., sertifikat:tanah  termasuk- surat bukii
yang beredar.dalam kehidupan masyaraka.
Untuk memonitor ‘setiap lembar sertifikat
vang beredar tidaklah mudah, sehingga ma-
sih saja -terdengar adanya sertifikat palsu,
uang palsu dan sebagamya waiaupun tekah
ada’usaha-usaha pencegahannya 3k

Upaya-upaya untuk mencegah nmbulnya
sertifikat palsu. telah dilakukan antara:lain
dengan. mencegak .blanko. sertifikat sedemi-
kian rupa dengan menggunakan teknik pen-
cetakan yang mutakhir, sehingga sangat sulit
untuk dipalsukan. .-S_él_ain ity juga ditunjang

- dengei-pengelolaan yang tertibimeningkat

"benar atau :-d aisukan Sepertl dlmaki _ml___
_penerbrtan suatu semflkat merupakan suatu

iukan sebagal alas hak mlsalnya surat ke .
rangan Kepaia ‘Desa, keterangan wansanr_
segel gual beh dan sebagamya Surat-su t
keterangan tersebut tzclak iuput ‘dari pe _al-'
suamn, * kadaluwarsa bahkan ada kalanya
tidak benar atau fiktif.’ J '

Kasus yang digambarkan d1 atas dapat
dikategorlkan sebagal penerbitan sertlfikat
”aspai” (ash tetap; palsu) Sertifikat sema—
cam ini tentunya harus dibatalkan dmy _
kan tidak ’nerlaku dan ditank dari pered 1~
an. Hal tersebut tentunya dllakukan setelah
dlbukttkan “melalui proses pengadllan
bahwa surat keterangan vang merupakan
dokumen yang. mendasari. penerbitan. serti-
fikat tersebut adalah palsu. Termasuk kate
gn_r.i cf:rtﬁﬁlr:{t ?a!cn.isﬂnh agﬂhi?a CPrfifﬂ_rﬂf

kan  tertib -.administrasi - pertanahan, . dan
upaya-upaya lain untuk mencegah dan men-
deteksi-sertifikat palsu...

yang diterbitkan ternyata didasari atas bukti-
bukti surat keterangan atau dokumen yang
kurang atau tidak iengkap..,




Guna mencecah ier;admya ‘sertifikat
”aspa}” gepem comoh yang dluralkan di
atas, kepada’ para pqabai dan petugas Ba-
dan® Pértanahan Nasional ™ di’ ‘Kabupaten/
Ko_ta_madya “felah diifistruksikan agar e
ningkatkarn kecertnatan dan ketelitian mere:
“ka-dalam memproses penerbitan sertifikar.

Sertifikat Ganda .

- Terdapat, puia kasus di Jnana untuk
sebxdang tanah oleh I{_amor Pertanahan iz
terbztkan Ieh!h dara satu semf}kat, sehmgga
mengakxbatkam dua (atau lebxh) bldang
zanait hak yang salmg bertmd:han seluruh-
baglan Hal Lm ter_}ad: antara !am
sebagal akibat kesalahan penumukan batas
tanah oleh pemohon/ pemﬂ:k sendiri sewak-
tu petugas Kantor Pertanahan melakukan
pengukuran atas permohonan yang be;sann—
kutan Batas yang dxinn;ul\kan oleh pemo—
hon/pemlhk secara senoa}a atau tldak
sengaja, adalah keliru sehmgga Surai
Ukur/Gambar S]tuasmya menggambarkan
keadaan batas~batas yang.. bukan sebenal—
nya atau sebaglan salah; karena sebeiumnya
untuk lokasi yang sama. ieiah d;terb!tkan ser-
tlfikai tanah.

_ Akibatnya terdapat lebxh dan saiu sex ti-
flkat yang. dlierbitkan Kasas semacam ini
dxkategorlkan sebagal penerbatan semf;kat
ganda. Hal JAnj tidak akan terjad; apablla
penerbitan sertzkaat terdahu]u dldasarl pe-
metaan yang cermat dan dlpeiakan da!am
Peta Dasar

“Kasus penerbitan lebili' dari‘satu sertifi-
kat atas sebldaﬂg tanah dapai puia terjadl
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telah diterbitkan sertifikat atas nama pem:
beli, namun ‘kenmudian ‘para ahli waris men-
sertifikatkan ‘tanah®yang -sama; sehingga
mengakibatkan adanya sertifikar-ganda; ko
rena‘sertifikar texdahulu belum- d:puakan :

Kejadian yang mengaklbd[k'%n Lelbunya
sertifikat ganda dapat bervariasi, akan tetapi
dari hasil evaluasi vang telah dilakukan, ser-
ufﬂ\ai ganda umumnya terjadi di daerah
yang masxh kosong. (belum d:bangun peru-
mahan) dan d; daerah pcrbdmﬂn kota, i
mana mek iOdel tersebut bclum ada nem-_
peta peadanaran tanahnya

“Upaya ‘penceégahan yang terus-menerus
dilakukan adalah.melengkapi pefa-peta penc
daftarantanal di wilayah vang belun ter
sedia peta tersebut. Dengan (ersedianva peta
pendaftaran tanah secara-lengkap ‘diharip-
kan dapat ‘mencegah kemunﬂkman lunbul-
nya sertxflkat ganda - :

T;dak termasuk kalea,on scn;hi\qt &dnda
adalah sertiftkat pengganti, uniuk menggan.
tikan sertifikat yang hilang dan telah dinva-
takan tidak berlaku. Begitu pula ‘sertifikat
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di aras
Hak Pengeiolaan “tidak 1ermasuk kategon
sertxf;kat ganda : :

Permintaan ) Pemblokiran ) $ci'_i_ifi3<a!._'__ nm;
Perbankan

Di-kota-kota besar terutama-di DKT Jas
karta, Kantor Pertanahan banyak inenerima
permintaan ~pemblokiran -sertifikar *tanah
vang dijadikan jaminan kredit; baik-“oleh
Rank Pemerintah maupun Bank Swasdta.

L I slal )
u.l.ua u.-uuu vwﬁ R LARY u xax\au&, et

kasus tersebut adalah sengketa haiia waris,
yang oleh pewaris te!ah-'dijuai'%{epada pihak
lain tanpa sepengetahuan anak-anakaya ddn

hieslipurrtidek-terdapat-kehariseranthl
pemasangan hipotik, dan lazim diperjanji
kan berdasarkan surat kuasa memasang hi-
potik, seharusnya sebeluiry dibuat perjanjian




nasi, bahwa, adanya.keengganan untui». ‘me-
ngadakan pengecekan adalah. karena suht—

nya memperoleh informasi dari Kantor Per-
tanahan-Kabupaten/Kotamadya: :_Setempat,’
yaitu dalamipengecekan sértifikat ataw me-
minta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT) Dan Badan Pertanahan telah'diusa-
hakan penerttban dalam pemberian mfor-
_da Kantor—kantor Perta'lahan dan
daiam_penyelesalan seriifzkat, balk untuk
pemmdahan hak maupun untuk pembeban—
an hipotik..

e nﬂumman Serizﬂkal santr Rusai\ aiau H1~
iang 5 .

e Me’numi ‘Ketentnan Pasal 33 Peraturan
Pemerintah No. 10.Tahun. 1961, dalam hal
sertifikat hak tanah rusak:atau hilang, dapat

'-melaporkan kepada Kepohsaan tentang k

fikat: cixbenkan kepada pemohon Jikadac

iangan sertxﬁkat daa selanjutnya atas

fzkat tersebut dlumuﬁlkan dua .kéh ber
turu dengan antara wakm satu buian, ‘da-

oy 'larn surai kabar setempat dan Berita Negara'_

RI. Blaya pengumuman’ ‘fersebiit’ drtanggung';-
pemohon Apab;la dalam waktu satu buian." -
setelah pengumuman yang kedua tidak ada;-
yang’ mengajukan keberatan’ terhadap p: s
berian settifikat bafun tersebiity baruIah 5

keberatan yang daajukan cian keberatan :
sebut ‘dianggap’ ‘beralasan;’ “Kepala Kantor'
Pettanahan® Kabupaten/Kotamady& meno-
lakpermohionan: sertifikar baru/ penggantl,
dani: mempersxlahkan pemohon untuk me-'
mmta keputusan Hakxm -

Darl pengalaman selama 1ru, ternyata.
bahwa banyak 3aporan keh:Iangan sernf at
hak tanah yang fiktif, atau tidak benar,, de—
ngan maksud mendapaikan keunmngan
secara. melawan hukum vaitu. daiam rangka
mencari: kredlt perbankan dengan Jalan Si
pemlhk tanah melapor ”kehllangan”
kepada Kepohslan dan. sewaktu dmmumkan
oleh Kepala. Kantor Perianahan t}dak ada
keberatan dari siapa pun, oleh karena serti-
fikat hak tanah masih ada pada si pelapor.
Dengan sertifikat pengganti dicaritah kredit
perbankan atau menggunakan dua sertzfx—

agunan tanah yang sama,

Daiam hal ini bahayanya xalah apabxla
dalam nemberian kredit tersebut tidak diser-
tai dengan.pemasangan hipotik, yaitu hanya
diikat dengan perikatan kredit dan dlbuat

dlbmﬂian bCit;ﬁ}xﬂL VALE bar ab’uag,a; PENE
ganti _sertifikat yang rusak atau hilang itu.
Sertifikat bazu tersebut d;berlkan atag per-
rn{)hgnan yang aerhak aias tanah, yaltu pe-

Ak otariSuraT K uase Peraahan se
tempat, yang baru diketahui kemudian apa-
bila terjadi ingkar. janji dan plhak debitur
dan akan.dipasang hipotik. oleh kedua Bané:




" Pada saat itulah baru.diketzhuiadanva ser-
t}f} at ganda atas nama pemtlxk yang sama.

i _ntuk itu. dlperlukan kewaspadaan da—
lam menerima Jlaporan: kehxiangan serfifikat
tanah, baik pada pihak.Kepolisian maupun

' pada Kantor Pertanahan:setempat. vang me-
'.ner vitkan. sertifikat: pengganu atas. sert:kaat_

' yang d;laporkan hxlang

Pember ian Izin Lokasi.dan :_Pemb:.ebz.i_s::i'a.?i Ta-

- Berdasarkan. s Ketentuan .Peraturan

MenteriDalam:Negeri- No. -5 /Tahun 1974
tentang: Ketentuan-ketentuan mengenai. Pe-

nyesiaan .dan:Pemberian Tanpah untuk Ke-
perluan Perusahaan, -diberikan.Surat lIzin
Lokasi dan.Jzin Pembebasan Tanah, yang di
DK Jakarta-dikembangkan dan kemndian
dikenal..dengan, SIPPT (Surat Izin -Penup-
jukan Penggunaan Tanah), Perizinan ini di-
berikan untuk batas waktu tertentu, namun
dalam” kenyataannya banyak" izin-izin yang
sudah Tewat megka waktunya tidak juga di-
kenakar sanksi. Selain itu’ sermgkah timbul
masalah, yaitu yang memp_ero}eh izin tidak
dapat’ memperoleh tanah, karena tanahnya
sudah dlkuasaz atau dibeli secara "’di bawah
tangan ‘oleh mereka yang ndak memiliki
izin. Bahkan timbul ekses bahwa izinlokasi
dan i 1zm pembebasan tanah ”dlper}nal beh-
kan '

Penerbnan perizman semacam uu akan
memmbuikan masalah bagi rakyat vang ada
dalam lokasi yang bersangkutan, karena se-
akan-akan sudah kehilangan hak-hak atas
tanah miliknya atau tanah garapannya.

Pembebasan Tanah unmk Ewpcriuan Pem-
bangunan o

- s ANALISISCSIS, 19912

hun:1975-yang kemudian disempurnakan.de-
ngar; Peratnran Menteri Dalam Negeri No..2
Tahun 1985; vang pada prinsipnya adalah
bahwa proses pentbebasan tanah dtlakukan
melalul musyawarah antara pemerintah de-
ngan: yang:-berhak -atas:tanah. Dalam hai
tidak tercapai kata:sepakat mengenal bemuk_
dan besarnya ganii rugi, maka menurut ke-
tentuian, lokasinya” dipindahkan ke tempat
lain, “namin ‘permasalahannya adalah apa-
bila proyeknya tidak dapat dipindahkan:se.
hingga seringkali“tidak -mudah untuk men-
cari jalan keluarnya. :

Dalam pembebasan tanah yang periu
mendapat perhatian jalah’ mereka vang ter-
kena pembebasan; yang dengan pembebasan
tanah diharapkan tidak mengalami kemun-
duran,” baik dalam’ bidang ‘sosial maupun
tingkat ekonominya. Di sini ada dua kepen-
tmgan yang harus diperhatikan, yang pelak-
sanaannva tidak mudah pula o%eh karena
menghadapi dua: kepentingan vang Berbeda
bahkan kepentingan yang sering bertolak ‘be:
lakang, “'meskipun semuanya:’ memahami
bahwa tujuan pembebasan tanah menyang-
kut kepentingan bersama masyarakat.

Dalam menghadapi kasus demikian,
Pimpinan Proyek wajib meminta petunjuk
kepada Gubernur Kepala Daerah ngkai H
selaku Pejabat vang berdasarkan Ketcntuan
Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1984 wa-

jib ‘memberikan petunjuk dalam mengkoor-
dinasikan pembebasan tanah di wilayahnya.

Berdasarkan Ketertnan Pasal § Pera-
turan Menteri-Dalam Negeri No. 15 tahun
1975, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
berwenang untuk mengambil keputusan
vang bersifat mengukuhkan putusan Panitia
Pembebasan Tanah atau menentukan lain
untuk mencari jalan tengah yang dapa: di-

Selama ini pembebasan tanah dilakukan
melalti prosedur sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mentéri Dalam Negeri Mo. 15 Ta-

tertma olen kedua pelah pihak. Dalam hal
tetap tidak diperoleh- persetu;uan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi, Permmpm
Proyek dapat mengambil langkah mengggu-




K.E..BliAKSANEAN,_B..IDANG PERTANAHAN.

' Dapatdikemukakan, bahwa dalam bebe-
rapa tahun anggaran akhir-akhir ini masalah
yang ..t__:mbui karena _Denggusuran :_tanah—

dxsebabkan tldak dxperoleh persesualan
dalam hai_ gant; rugmya, atau permasaiahan

bebasan"tanahnya semu!a belum selesaz

: f--‘iBerdasarkan uraian ‘tentang permasalah-
an-permasalahan ‘tersebut, bobot aspek hu-
kum Keperdataan ‘dalam penyelesaian:ma:
salah “di:bidang ‘pertanahan ‘adalah’ sangat
besar: Penanganan bidang pertanahan pada
awalnya ‘berkaitan - dengan.penetapan. dan
pengaturan hubungan hukum antara subyek
hak, wvaitu perorangan :dan ‘Badan Hukum
dengan - obyek *hak,: yaiti- tanah; ‘maupun
hubungan-hubungan hukum; antara‘orang-
orang - dan perbuatan<perbuatan < hukum

vang mengenai tanah. Setelah diundangkan-
A i?]ﬁ‘-‘éx ﬁmsm :‘f»rsgghuf dﬁ;&m}mh den

kan Keteniuan Pasal 33:ayat(3) UUD:1945.

rh'ém

:spaSLal yaatu data/mformam yang

) penggambarannya menumukkan pe ye~ :

barannya_c!alam ruang, sehmgga untuk u :
dlperlukan peta untui{ sarana kerja
mellpun data/ mformasx mengena: keadaan
fiSlk dan pétenm tanah maup i
mengenai f__ayat penguasaan _nah c:l‘
aspek hukum, untuk setiap b}dang/persﬁ
tanah, -

Pada 'dasarnya, untnk maksud tersebut-
dlperiukan dua _jenis peta yaltu peta-peta_
sk&ia kecﬂ sampax menengah sebaga: sarana
penyayan data/mformasz geograf:s guna
penggambaran potensx dan tmgkat peng&sa-
haan tanai dan peia«peta skala besar yang
dzukur dan d1persxapkan secara geodet;k se-
bagal sarand penyapan “data/ mforma51
kadastrai “untuk maksud pembenan Rep _s-
tlan hukum terhadap hak aias tanah -

Kedua Jems penietaan” ‘tersebut telah di—
laksanakan dalam rangka penanganan bi—
liputannya masih belum sepenuhnya meli-
puti “seluruh wilayah -Indonesia, rataupun
skala petanya beiumEsepenuhnya*memadai'

Pemezaan skai& Recﬂ dan menengah
pada skala I: 306 G{}{) sampal I 12 500 me-

naenaz nnmm: d'm nenggzmaan mnah iaiah

ngan fungsx pengaturan dan penyeienggaram
' peruntukan, penggunaan, perscadxaan
da"l pemenhar&an tamh yang mempaﬁan
prasyamt yang dzperiukan ‘guna mewujnd-

chlaksanakan oleh aparat Badan Pertanahan
Nasional (dahulu Direkiorat Jenderal Agra-
ria). Selain ifu Badan Pertanahan Nasional
dapat memanfaatkan peta-peta yang diper-
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--.srapkan oieh ‘berbagal instansi. Iam, dz -anta-

Khusus guna memberikan kepastian hi-
kum terhadap hak atas tanah, sebagal pe-
i naan Peraturan Pemermtah No 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
telah d:Iakukan pemetaan desa dem: desa
Daiam rangka pemetaan desa der.m desa ier—
sebut d1persxapkan peta dasar tekms skaia

1 1 000 atau 1 50{) Untuk mempercepat pe-
nyedlaan peta—peta yang diperiukan guna
memngkatkan peiayanan wmum_di bldang
pertanahan, pekerjaan pemetaan tersebut di-
laksanakan sebagai kegiatan Proyek Pendaf-
taran Tanah, . yang,. dilaksanakan  secara
terestris. dan fotogrametris.. . ...

“Penylapan peta-peta skala besar tersebut
meruepakan sarana - dasar- bagi ‘pengem-
bangan sistem informasi pertanahan (land
mformanon system) yang terpadu yang
akan dapat dlmanfaatkan pula guna keper-

L ANATISIS CSIS, 169122

s Kemutlakan cpenggunaan. peta.: sebagai

sarana. kerja:untuk. keperluan .perencanaay

tata ruang/penatagunaan tanah dan uﬁidk.-.
pemberlan kepasnan hukum terhadap ‘hak -
atas tanah 'erup’zkan pnla sarana k'ter-

sebagal 51stem mformam geograﬁ dan sistem
mformas; pertanahan, a]\an makm dm
katkaﬁ Kelengkapan peta data daﬁ m_
masi tersebut 1ermasuk mformaSI mengen
aspek hukum pertanahan, dlharapkan a _én
merupakan sarana manajemen untuk mence
gah dan:mengatasi:timbulnya masalah perta-

Pemngkalan kebutuhan akan tanal':"'
tuk kegiatamkeglatan pembangunan te!ah
memmbu}kan gejala ge_;ala konflik peng i
naan tanah amar~sektor Sebagalmana teiah
d:kemukakan pada uralan terciahafu semua
sektor pada dasamya memerhikan tanah un—
tuk keglatan pembangunannya Apabxla di
satu plhak terdapat penmgkaian kebuiuhan
tanah, di lain pihak jumlah 1_u_as_§anah _y_az_a_g
tersedia terbatas, sedangkan potensi tanah
tersebut. pun . berbeda-beda dari satu lokasi
dengan lokasi:-lainnya. Pada awal abad XX}
vang - akan-datang; -jumlah penduduk. .In-
donesia:diperkirakan sebesar 250 juta jiwa.
Untuk: memenuhi kebutuhan penduduk -se-
banyak-itu perlu-dikembangkan berbagai ke
giatan perckonomian, baik di bidang perta-
nian, pertambangan, -industri maupun jasa,
yang periu dilengkapi dengan pengembang-
an perkotaan/pemukiman dan ditunjang de-
ngan pembangunan prasarana, vang kese-
muanya: memeriukan tanah. :

Iilcii’i ﬁerp«i}dxan U (eE.11) angunan {P‘Bﬁ),
maupun a..ntuk keperluaxa penataan kota se-
hangga mas:ng-masmg anstansx tidak periu
'neiaku;«:an pemeaaan sendiri-seridm '

' Uﬂtuk 1£u periu tikembangkan mekams—
ine guna mengatur pemenuhan kebutuhan
tanah yang diperl] ukan bagi keg;atan senap
sektor pembangunan Mekamsme iersebt.t




muk1man

] wayat perkembangannya,
pusat—pusat pemuk:man penduduk ‘di‘indo-
nesia pada umumn 2 tumbuh pada tanak-

karena ba51s perekonomlan pada wakty itu
semata»mata berasal darl usaha pertaman,
terutama pertaman tanaman’ pangan yang
kemudlan drtunjang dengan pembangunan
Jarmgan mgasx Pada zaman pen;a;ahan
Belanda dikembangkan pula usaha-usaha
perkebunan, “yang juga’ dzlakukan ‘pada
tanab-ianah yang ‘relatif subur: Sejaian de~
ngan pengembangan basis perekonomian
tersebut, berkembang pula pemukiman pen-
duduk yang . seian;utnya berkembanv meéit-
jadi kota~koia Dengan demkian kota— cota
pada umumnya terdapat c!x atas tanah tanah
vang relatif subur.

- Dengan pertambahan penduduk diperlu-
kan  pengembangan basis perekonomian
lain,.selain .dari usaha di bidang pertanian,
antara lain.industri. ;Berhubung lokasiin-
dustri .tersebut. harus mendekati sumber. te-

o :dang pertanahan ialah terdapatnya kenyat

i : S h b ;
_'.berde __atan, mlsa nya antara mdustn dan pe~ . ba wa di anyak daerah o at berba

'nkan retnbum dan; pungutan-pungutan

'tanah yang ‘subur, Hal® ibr dapat dxpahamz,.

.-ta ah ang'rela.uf Iildak subur-_.._.._._.._.._..:._

Permasalahan 12111’1 yang dlhadapa di

‘gai: urusan atau kepentmg&n sepertl pen i

sehubungan dengan berbagal perizinan yang T
merupa%{an kewenangan ‘Péemerintah’ Dae— -
rah; yangy dikaitkan ‘dengan . pelayan_an
umum di-bidang perianahan. Hal itu meru:
pakan’ salah ‘sati keluhan masyarakat me—
ngenai sangat mahalnya pengurusan hak dan. '
pensertxf:katan tanah:: s e '

Untuk mewu}udkan pelayanan di bldang
perianahan vang sederhana, -cepat dan
murah;- sebaiknya berbagai. jenis reiribusi
maupun punguian tersebut tidak-lagi dikait-
kan dengan pelayanan umum:di-bidang per-
tanahan.

Apabxla masyarakat dapat mendapatkan
sertlflkat tanah dengan b:aya ya_g j
tidak mahal, dan dengan pemlhkan sertifi-
kat tanah tersebut dapat mengusahakan
kredit untuk pengembangan usahanya, kira-
aya’ kemampuan ‘mereka untuk membayar
retribusi atau pungutan lain dalam rangka
pmmgkatan PAD (Pendapataa Asiz Daerah}
akan menmgkat puia e

1883 Kerja, maka ferdapat KeCendeningan
bahwa.pengembangannya dilekukan berde-
katan - dengan ‘kota-kota .atau. pusat-pusat
pemukiman . penduduk lainnya, yang, seba-
gaimana telah dijelaskan terdahulu, pada

“Eral Kaltannya uengau Tial yang Telan
d_;k_emukakan. di atas, terdapat dilema apa-
kah Badan Pertanahan Nasional merupakan
instansi pelayanan. ataukah instansi pen’g}
himpun dana. Pada waktu ini sifat sebagai
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instansi: penghimpun dana:cukup dominan,
karenas untuk :setiap tahuin anggaran, -bagi

Set__iajﬁ sinstansi :Badan:Pertanahan Nasional
di daerah ditetapkan target uang pemasukan
yang' merupakan: sumbangan ‘bagi.-PAD
(P:e"i'_}dapa_tan :Asli :Daerah);. sedangkan’ -di
tingkat pusat'merupak’an penerimaan ‘bukan
pajak (non lax revem.re) g

Untuk sepenuhnyam tldak menjalankan
fungsi sebagai instansi penghlmpun dana,
mungkin--i juga: kurang tepat,~karena ‘tigas
dan-fungsi ‘Badan Pertanahan: MNasional «di
samping ‘mengenbangkan-administrasi per-
tanahan; menurut- Keppres :No. 26:Tahun
1988, ~adalah - juga . menyelenggarakan pe-
ngelolaan pertanahan atas tanah-tanah ne-
gara (stare lands management), yaitu sehu-
bungan ‘adanya tanah-tanah dengan jenis-
jenis hak vang jangka waktu pemberian
haknya terbatas (FHGB; HGU. 'HP, dan
sebagainya),  dan oleh sebab itu:secara ber-
kala memerlukan penataan kembali perpan-
Jjangan, pembaruan, atau penghentian hak-
nya.

~Demikian antara lain telah diuraikan
permasalahan-permasaiahan yang dihadapi
dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Tanggapan/?emeiasaﬂ Terhadap
Pandangan/Pemikiran yang Berkem-
bang da]am Pm—Snmpﬂsmm

: _Daiam Pra-Simposium Bidang Pertanah-
an, yang dilaksanakan oleh DPP Golongan
Karya, dalam rangka persiapan simposium
ini, telah berkembang berbagai pandangan/
pemikiran yang berkaitan dengan masalah

- ANALISIS-CSIS, 1991:2

Mengenai . Belum . Ditempatkannyq__
UUPA: Sebagaz Hukum dnduk :

Terhaciap pandang&n ini telah dlsampaa— :
kan penjelasan pada Bab.l, tentang adan_yg;
sejumlah undang-undang diperlukan koordi-
nasi-dalam., pelaksanaannya .Upaya. untuk:
melaknkan. koordmam tersebut dziaksana~; .
kan antara ,l_a_:_n:degzgan pem_he_n_tu}_(an Bada;};_
Pertanahan Nasional, suatu Lembaga_Pe__méw._'
rintah Non-Departemen untuk mengkoordi-
nasikan pelaksanaan dari kesemua undaﬁg
undang dimaksud, khususnya yang menge-
nai aspek tata ruang atau. aspek penaiaguna—
an tanahnya.

Guna meruomuskan kebijaksanaan dan
mengkoordinasikan langkah-langkah pena-
nganan masalah pemanfaatan ruang secara
nasional dengan Keputusan Presiden No_._j?
Tahun 1989 telah dibentuk Tim Koordinasi
Pengelolaan Taia Ruang. Sebagai keleng-
kapan kebijaksanaan penataan ruang di-
maksud telah dikeluarkan Keputusan Pre-
giden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelo-
laan Kawasan Lindung, dan Keputusan Pre-
siden No. 33 Tahun 1990 tentang Penggu-
naan Tanah bagi Pembangunan Kawas_a_ri
Inctustri. B

Mengenaz Belum Dipahaminya Ke-
dudikan Hukum Adat yang Merupa-—
kan Dasar dari UUPA

Dalam Undang-undang Pokok Agraria
dinyatakan bahwa hukum tanah kita dida-
sarkan pada hukum adat. Ini berarti bahwa
dalam membangun hukum tanah, bahan
utamanyva harus digali dari hukum adat.

perianahan. Pada kesempaian ini, perke-
nankaniah sava untuk menyampaikan tang-
gapan/penjelasan vang berkaitan dengan
hal-hal tersebut, sebagai berikut:

Konsepsi hukum adat ialah komunaliias, da-
lam artian memungkinkan penguasaan
tanah oleh perorangan vang bersifat pribadi,
sekaligus mengandung unsur kebersamaan.




"semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial.”” Dalam Pasal 6 UUPA tersebut dite-
gaskan bahwa hak pribadi perorangan seka-
ligus mengandung unsur kebersamaan.....

Mengenai Be.ht'm Dilaksd}mkan Sécé—
ra: Konsekuen [Larangan-larangan
Pemilikan: Tanah yang Melebihi Ba-

tas ‘Luas Maksimumn, - Kurang dari

Botas Luas Mzmmum,. dan Tanah
Absentee : PR e PO

. Mengena; iarangan pemxizkan tanah yang _

rﬁ@_i_eb;hl ‘batas Juas maksimum, -sesuai. de-
ngan-Ketentuan Undang-undang Mo. 59 Ta-
hun 1960, sebenarnva. telah dilaksanakan,

fpertanahan .Néinun untuk dapat mEWI.EJle—_- i
: --kan keienman tersebut d;jumpal hambatan"._ :
, -;karena keterbatasan tanah gar, apan yang: ter-
sedia Di sampmg 1tu daiam rangka mencu{‘

Penyeienggaraan program transmlgram o

dnti-rakvat: (PIR)*di* bidang - perkebunan

kupl kebamhan yang ‘mendesak;’ sermgkah'ﬂ
1-:kecﬂ terpaksa meruua} sebaglan_'-.- .

dan pengembanﬂan perusahaan«perusahaan

perikanan, dan sebagainya, pada dasarnya
merupakan usaha pemermtah untuk melak-
sanai{an penataan kembah pengaturan
penguasaan ‘dan penggunaan laraah dengan
memberlkan tanah kepada para transm:gran
dan para peserta proyek dengaﬂ Euas yang
memadal ‘dan dengan memberikan kepas-
tian hukum hak atas tanah dalam bentuk
sert1f1kat tanah: 2

Mengenaz pem;llkan tanah secara absen-
{ee_yang terjadl pada umumnya dllakukau
secara terseiubung, _mlsalnya dengan meng-
gunakan nama orang lain, atau dengan cara
pemilikan KTP (Karzu Tanda Penduduk)
lebih dari satu, dengan melakukan transaksi
]ual beh di bawah tangan dan sebagamya
Belum terdapatnya aparat BPN di ‘tingkat

Terjadinya. pemilikan _tanah'_'y_a_n_g melebihi
batas luas _ma_k_simum__umufnnya dilakukan
secara- terselubung,: misalnya dengan tidak
menggunakan pemilikan atas. pamanya sen-

kecamatan maupun desa, menyebabkan be-
lum memungkinkan, dilakukannya peman-
tauan d_an___bépgawasaﬁ yang intensif terha-
dap hal ini, .di samping masih kurangnya




kontrol masyarakat. Pada saat ini vang
dapat dilakukan adalah pengambilan tindak-
an pada waktu dilakukan pendaftaran ha:{

_ Mengenaz Asas Persamaan Hak K e~
agmrzaaﬂ Sesama Warga Negara '

Da}am rangka menciapatkan kesemnatan
untuk. memperoleh  suatu -hak .atas:tanah,
maka ~kebijaksanaan . pertanahan :sebagai-
mana digariskan dalam Pasal 9 UUPA menr-
berikan. kesempatan. -vang sama -baik - laki-
laki maupun wanita warga negara Indonesia
untuk memperoleh suatu -Hak Atas Tanah.

Dalam memperoleh suatu hak atas ianah
: tersebut ‘maka terhadap golongan ekﬂnom
lemah diberikan perhndungan yang antara
lain mencegah penguasaan yang melampaui
batas,:sebagaimana digariskan dalam Pasal
11:(1) -serta menjamin perlindungan terha-
dap kepentmgan golomgan yang -ckonomis
lemah.: :

_ 'D'aiam' pelakéahéa’nnye’i’ sudah ada in-
struksz vang melarang penguasaan tanah me-
Eampam batas kebutuhan yang sesungguh«
nya balk uniuk perorangan maupun badan
h_u}_cum_dala_m_ usahanya di bidang perta_r_;ah~
an.

Demikian pula untuk pengendalian pe-
nguasaan ianah di perkotaan, telah ada in-
s{ruksz untuk penertiban tanah di perkotaan
vang tidak dimanfaatkan atau diterlantar-
kan yang semula dmadangkan bagz dan atau
dlkuasal oleh perusahaan '

.Mengenaz Beium Adanya Kesaruan
Pengeman z‘em‘aﬁg »*Uniuk Kepen-

ANALISIS CSIS, 1991:2

nys, maka UUPA juga mewajibkan kepada
pemerintah: untuk - menjamin kepentingan
umum, -Mengenai kepentingan: umum - fer-
sebut telah ditetapkan kriterianya dalam In.
struksi Presiden No. .8 -Tahun 1973, Suau
kegiatan dalam rangka pembangunan mem:
punvai sifat kepentingan umum apablla ke.
giatan tersebut menyangkut:

a. Kepentingan Bangsa dan Negara;
b.  Kepentingan Masyarakat Luas;

c.” Kepentingan rakyat banyak/bersama;
d. Kepentingan Pembangunan.

" Untok Proyek Pembangunan maka pro—
yek tersebut dapat dmyatakan untuk kepen—
tingan umum apabﬂa sebelumnya sudah ter—
cantum daiam rencana pembangunan yang
sudah dlberliahukan kepada masydrakat
Untuk proyek pembangunan daerah harus~
lah termasuk dalam rencana pembangunan
daerah yang sudah dlsetujm DPRD, serta
bersifat terbuka untuk umum. Dalam ramg-
ka pembebasan tanah untuk proyek harns
dengan izin tertuhs darz Gubeznur Kepala
Daerah

Mengenai Tumbuhnya Fenomena-
Jenomena Hukum Baru

“"Mengenal -adanya bermacam-macam
bentuk perizinan ‘yang berkaitan dengan
atay mendzahulul proses pemberian hak atas
tanah, sebagaimana -dikemukakan dalam
Pra-Simposium, dapat disampaikan penje-
lasan bahwa perizinan tersebut terutama
berkaitan dengan rencana penggunaan tanah
vang relatif luas. Sebagaimana dimaklumi
bahwa rencana tata ruang wilayah behim
ri-:a?ﬁf diqpisncg&mm@mm- i£11

tirgune- S

Selain memberikan kesempatan kepada
perorangan atat badan hukum untuk mem-
peroleh hak atas tanah beserta pemanfatan-

secara bertahap diatur 'dengaa perizinan
yvang terutama sekali mempertimbangkan
faktor-fakior vang berkaitan dengan fata
ruang wilayah,






